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ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KEHATI.HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK

PID AN A D E E P FA^TTE PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PEN GADILAN

NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024lPN Gsk

AMANDA MARSELIA PUTRI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan
signifikan dalam pola kejahatan, khususnya di ranah kejahatan siber. Salah satu

bentuk kejahatan siber yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan
teknologi deepfake dalam konten pornografi. DeEfake merupakan teknologi
kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mampu memanipulasi foto, video,
maupun audio seseorang sehingga menyerupai kondisi aslinya. Adapun rurnusan
masalah pada peneitian iniialah bagaimana penerapan asas kehati-hatian
terhadap pelaku tindak pidana deEfake pomografi dalam putusan Pengadilan
Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gs( serta bagaimana dasar

pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana deepfake Ipomografi dalam
Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024PN Gsk. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdakwa tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi
informasi, yang tercermin dari kesengajaan dalam membuat dan
menyebarluaskan konten bermuatan kesusilaan. Meskipun asas kehati-hatian
tidak disebutkan secara eksplisit, pertimbangan hakim secara substantif telah
mencerminkan asas tersebut melalui penilaian unsur kesengajaan dan tanpa hak.
Serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada

alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diperoleh dari keterangan
saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti elektronik yang diajukan di
persidangan.

Kata Kunci: Asas Kehati-hatian, Deepfake, PornograJi, Putusan Pengadilan.
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ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE PRECAATIONARY PRINCIPLE TO

PERPETRATORS OF DEEPFAKE PORNOGRAPHY CRIMES IN THE

DECISION OF THE GRESIK DISTRICT COART NUMBER

265lPid.Sus/2024lPN GSK.'

AMANDA MARSELIA PUTRI

The development of information and communication technologt has brought significant
changes in crime patterns, particularly in the realm of cybercrime. Oneform of cybercrime
that is currently developing is the misuse of deepfake technologt in pornographic content.
Deepfake is an artifi.cial intelligence technologt capable ofmanipulating a person's photos,
videos, or audio so that they resernble the original condition. The fornulation of the
problems in this research is how the application of the precautionary principle toward
perpetrators of deepfake pornography crimes is implemented in the Decision of the Gresik
District Court Number 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, and what are the judges' cawiderations
in deciding cases involving perpetrators of deepfake pornography crimes in the Decision
of the Gresik District Court Number 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. This research uses a
normative legal research method with data obtained through library research on prirnary,
secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results
of the study indicate that the defendant did not apply the precautionary principle in the use
of information technolog,t, as reflected in the intentional act of creating and distributing
content containing immoral material. Although the precautionary principle is not explicitly
mentioned, the judges' considerations substantively reflect this principle through the
assessment of the elements of intent and acting without rights. Furthertnore, the judges'
considerations in rendering the decision were based on valid evidence and the judges'
conviction in accordance with the evidentiary system in the Criminal Procedure Code,
obtained from witness testimonies, the defendantb statement, and electronic evidence
presented during the trial.

Keyw or d s : D e epfake, P orn o gr ap hy, Pre c autio n ary Prin cip le, C o urt D e c isio n.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Hukum merupakan aturan yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk 

mengendalikan perilaku manusia dan mengatur tatanan kehidupan sehari-hari, 

sehingga sesuai dengan standar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.1 

Peraturan hukum juga berperan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. Apabila suatu negara kekurangan kerangka aturan yang kuat, maka 

hal itu dapat menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti ketidakstabilan 

sosial, erosi rasa perlindungan, dan dominasi ketidakadilan yang meluas tanpa 

kendali.2 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari 

itu, setiap otoritas dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi negara serta para 

pemegang kekuasaan harus sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum yang 

berlaku dan diatur secara ketat oleh peraturan yang ada.3 

Penegakan  hukum  menjadi salah  satu  fondasi utama dalam menjaga 

ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam suatu negara, termasuk negara

 
1 Kania Dewi Andhika Ridwan Arifin Putri, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian 

Dalam Hukum Di Indonesia,” Mimbar Yustitia 1 No. 1, no. 2 (2018): hlm 142, 
https://doi.org/10.63822/nrtk1447. 

2 Ibid, hlm 142. 
3 Rokilah Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of 

Law,” Nurani Hukum 2, no. 2 (2020): hlm 22, https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167.  
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Indonesia.4 Namun, pada praktinya masih banyak sekali pelanggaran 

hukum terutama yang terjadi di Indonesia termasuk pula pelanggaran pidana. 

Berbagai kendala seperti minimnya sumber daya, belum meratanya kesadaran 

hukum di masyarakat, rumitnya sistem birokrasi, serta lemahnya koordinasi 

antar-lembaga mencerminkan bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia 

tidak hanya disebabkan oleh kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan 

kapasitas serta integritas aparat penegak hukum.5 

Hukum pidana secara spesifik ditujukan untuk mengelola dan mengatur 

berbagai isu terkait pelanggaran yang muncul dalam kehidupan orang banyak.6 

Peraturan hukum pidana berperan sebagai pelindung utama untuk menjaga 

masyarakat dari ancaman berbagai bentuk pelanggaran.7 Hukum  pidana  

didefinisikan sebagai  kumpulan aturan  hukum  yang mengatur  perbuatan  

mana  yang  harus  dijatuhi  pidana  dan  jenis  pidana  apa  yang  dapat 

dijatuhkan kepada pelaku.8 Sementara itu, tindak pidana didefinisikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, di mana individu tersebut dapat dikenakan 

hukuman pidana, dan pelaku berperan sebagai subjek utama dalam konteks 

 
4 I Gede Sujana and I Wayan Kandia, “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di 

Indonesia,” IJOLARESࣟ: Indonesian Journal of Law Research 2, no. 2 (2024): hlm 56, 
https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67. 

5 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 
2. 

6 Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui 
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 
(2019): hlm 37,  https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58. 

7 Ibid, hlm 37.  
8 W.J Pompe sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 

2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022): hlm 4. 
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pelanggaran tersebut.9 

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 2   َتعََاوَنوُا۟  وَلا 

ثْمِ ٱ عَلَى لإِْ نِ ٱوَ   لْعدُوَْٰ تَّقوُا۟ ٱوَ  ۚ◌   َ ٱ  َّ๡ َ ٱ إِنَّ  ۖ◌   َّ๡ لْعِقَابِ ٱ شَدِيدُ     yang artinya “Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

Seiring berkembangnya teknologi, maka berkembang pula bentuk kejahatan 

sebagai dampak negatif dari teknologi yang sering muncul dengan berbagai 

modus, yang disebut juga dengan kejahatan siber atau cybercrime. Menurut 

Widodo, cybercrime meliputi segala bentuk kegiatan dari pihak perorangan, 

kelompok, atau lembaga hukum yang memanfaatkan komputer sebagai sarana 

utama untuk melancarkan aksi kriminal, atau justru menargetkan perangkat 

tersebut sebagai objek serangan.10 

Ciri khas utama dari cybercrime meliputi ketiadaan unsur kekerasan fisik, 

tingkat interaksi langsung yang sangat rendah, ketergantungan pada alat dan 

inovasi teknologi, serta pemanfaatan jaringan telematika global yang 

mengintegrasikan telekomunikasi, media, dan sistem informatika.11 Dari 

karakteristik ketiga dan keempat ini, jelas bahwa jenis kejahatan ini dapat 

 
9 Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan 

Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Ensiklopedia Social 
Review 1, no. 2 (2019): hlm 130,  https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229. 

10 Widodo sebagaimana dikutip dalam Muhammad Rizki Kurniarullah et al., “Tinjauan 
Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian 
Data Pribadi,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 10 (2024): hlm 535, 
https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814. 

11 Zainal Arifin and Emi Puasa Handayani, Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum 
Dan Penanggulangannya, ed. Zakiyatur Rosidah (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023) hlm 33. 
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dilaksanakan di lokasi mana pun, pada waktu apa saja, dengan konsekuensi 

yang menjangkau area luas tanpa dibatasi oleh batas negara atau wilayah.12 

Dampak dari kejahatan ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial hingga 

pelanggaran privasi, yang dapat mengganggu tatanan hukum secara umum 

dengan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Salah satu 

bentuk dari cybercrime ialah deepfake dalam konten pornografi yang dibuat 

dengan bantuan Artificial Intelligence. Deepfake merupakan teknologi 

kecerdasan buatan yang dapat memanipulasi foto, video atau audio seseorang 

dengan hasil yang sangat mirip aslinya.13 

Deepfake berfungsi melalui penerapan algoritma Generative Adversarial 

Network (GAN) yang memroses data dalam skala besar untuk menirukan 

gerakan wajah, suara, dan ekspresi manusia. Tahapannya melibatkan algoritma 

pembelajaran mendalam seperti variational auto-encoder, yang 

mengintegrasikan elemen nyata dan buatan untuk menghasilkan konten yang 

hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli.14 

Media sosial pun sering dijadikan sebagai wadah untuk melakukan 

kejahatan deepfake pada konten pornografi. Deepfake pornografi 

memanfaatkan teknologi untuk membuat konten rekayasa seksual dengan 

menampilkan wajah atau suara seseorang tanpa persetujuan pemiliknya.15 

 
12 Ibid. 
13 Carens Amanda Gea Pitaloka, “Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten 

Pornografi Non-Konsesual Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2, no. 2 
(2025): hlm 74-75, https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475. 

14 Ibid, hlm 75. 
15 Ibid, hlm 76. 
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Penerapan teknologi deepfake dalam pembuatan materi pornografi yang 

menimbulkan kerugian dan disebarluaskan dengan media internet 

dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau cybercrime.16 Perbuatan 

deepfake pornografi ini jelas dilarang karena mengarah pada tindak pidana 

kejahatan siber (cybercrime) yang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

memiliki beberapa asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Salah satunya adalah asas kehati-hatian yang menekankan bahwa penggunaan 

telknologi haruslah dilakukan dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan 

dampak merugikan bagi pribadi sendiri atau pihak lain.18 

Kasus deepfake pornografi yang terjadi di Indonesia dan juga dijadikan 

dasar penelitian ini adalah kasus dengan nomor putusan 265/Pid.Sus/2024/PN 

Gsk, yang dimana pelaku ialah seorang laki-laki mencuri foto temannya di 

media sosial yang berjenis kelamin perempuan, kemudian ia edit menggunakan 

bantuan teknologi kecerdasan buatan menjadi foto yang bermuatan kesusilaan, 

lalu di unggah ke aplikasi X (sebelumnya bernama Twitter).19  

 
16 Olivia Novera and Yenny Fitri. Z, “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap 

Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi 
Melalui Akun Media Sosial,” El-Faqihࣟ: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 10, no. 2 (2024): hlm 
466, https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539. 

17 Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan 
Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Aktual Justice 5, 
no. 2 (2020): hlm 132, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.549.   

18 Ibid, hlm 138. 
19 Pengadilan Negeri Gresik, “Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk,” Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (Gresik, 2024), 
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa265fc864ab69b18313535333538.ht
ml. 
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Sehingga kasus ini relevan untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan 

mengenai penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana deepfake 

pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

265/Pid.Sus/2024/PN Gsk sebagaimana yang diatur dalam UU ITE  serta 

menguraikan apakah dasar pertimbangan hakim merujuk UU ITE dalam kasus 

ini telah memenuhi unsur pelanggaran oleh pelaku deepfake pornografi. Yang 

ditulis dengan judul “PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 

265/PID.SUS/2024/PN GSK”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana 

deepfake pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

265/Pid.Sus/2024/PN Gsk? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

deepfake pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

265/Pid.Sus?2024/PN Gsk ? 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum pidana, khususnya 

mengenai penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Serta 

menguraikan dasar pertimbangan hakim dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. 

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. 
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D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui tentang penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku 

tindak pidana deepfake pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. 

b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang 

dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

pidana,  terkhusus mengenai perkembangan teknologi kecerdasan 

buatan dan cybercrime mengenai penerapan asas kehati-hatian dalam 

konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi ini 

juga bisa difungsikan sebagai patokan untuk penelitian yang mirip di 

waktu yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi berharga sebagai saran 

untuk para pelaku penegakan hukum dalam memahami serta 

menerapkan asas kehati-hatian  pada kasus serupa. Bagi masyarakat, 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih 
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berhati-hati dalam menggunakan teknologi, terutama dalam 

penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence. Serta dapat 

menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi hukum di bidang 

siber dan pornografi digital. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Penerapan 

Penerapan berarti cara, perbuatan ataupun proses dalam mempraktikkan 

sesuatu.20 Penerapan adalah tahap mengubah prinsip atau aturan hukum 

yang bersifat umum dan abstrak menjadi bentuk yang konkret dan dapat 

diterapkan, seperti keputusan hukum, peraturan spesifik, atau tindakan 

langsung di lapangan sehingga hal ini melibatkan penerapan norma-norma 

dasar dalam pembuatan aturan, putusan pengadilan, atau kebijakan 

pemerintahan, sehingga menciptakan stabilitas hukum dan memastikan 

pelaksanaan yang efektif.21 

2. Asas Kehati-Hatian 

Asas atau prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip dasar yang 

mewajibkan setiap orang untuk melakukan sesuatu dengan penuh 

pertimbangan dan kewaspadaan untuk menghindari potensi kerugian, bagi 

diri sendiri maupun orang lain, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pengguna atau 

 
20 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Penerapan,” Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, accessed October 15, 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan. 
21 Rokilah and Sulasno S, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan,” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): hlm 181, 
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942. 
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penyelenggara elektronik diharapkan berhati-hati dalam memanfaatkan 

teknologi agar tidak merugikan pihak manapun.22 

3. Pelaku 

Pelaku (yang turut serta melakukan) atau yang disebut Mede Deder ialah 

mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (Pasal 55 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 

4. Tindak Pidana 

Dalam Bahasa Belanda, istilah untuk pelanggaran hukum disebut 

“Strafbaar Feit”. Istilah ini terbentuk dari “straf” yang merujuk pada aspek 

pidana dan hukum, “baar” yang menyiratkan kemungkinan atau izin, serta 

“feit” yang mengacu pada aksi, pelanggaran, kejadian, atau tindakan.23 

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, 

dilengkapi dengan ancaman hukuman pidana spesifik bagi individu yang 

melakukan pelanggaran tersebut.24 

5. Deepfake 

Kata deepfake terbentuk dari penggabungan 'deep learning', yang 

merujuk pada metode pembelajaran yang dalam dan canggih, dengan 'fake', 

yang menggambarkan sesuatu yang tidak asli atau manipulasi. Deepfake 

merupakan  teknologi  yang  menggunakan kecerdasan buatan  untuk  

membuat  atau  memanipulasi gambar,  suara,  atau  kombinasi keduanya 

 
22 Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, op. cit., hlm 138. 
23 Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana,” An-Nahdliyyah: Jurnal 

Studi Keislaman 1, no. 1 (2022): hlm 1 , https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13. 
24 Ibid, hlm 2. 
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yang  palsu  tetapi terlihat seperti aslinya.25 Deepfake dioperasikan dengan 

menganalisis data dalam jumlah besar untuk dapat meniru gerakan wajah, 

suara dan tubuh manusia dan proses ini melibatkan varitional auto-encoder 

yang menggabungkan unsur asli dan tiruan atau palsu untuk menciptakan 

hasil yang sulit dibedakan dari kenyataannya.26 

6. Pornografi 

Kata pornografi berasal dari “pornos” sebagai pelanggaran kesusilaan.27 

Pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, yang maemiliki makna sebagai berbagai jenis konten 

visual, audio, atau pesan seperti gambar, foto, tulisan, suara, atau 

penampilan yang mencakup unsur tidak senonoh atau penyalahgunaan 

seksual, disajikan melalui media komunikasi atau secara terbuka, dan yang 

bertentangan dengan nilai kesusilaan di masyarakat 

7. Putusan 

Putusan pengadilan dimaknai sebagai pernyataan resmi dari hakim yang 

disampaikan di sidang yang terbuka untuk umum, yang mencakup bentuk 

hukuman, pembebasan, atau tuntutan hukum lainnya, sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

 
25 Sloan sebgaimana dikutip dalam Ineu Rahmawati, “The Analysis Ofcyber Crime Threat 

Risk Management To Increase Cyber Defense,” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 7, no. 2 (2017): 
hlm 54, https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193. 

26 Carens Amanda Gea Pitaloka, op. cit., hlm 76. 
27 Bambang Sudjito et al., “Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia,” 

Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora 19, no. 02 (2016): hlm 67, 
https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1. 
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8. Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri adalah institusi peradilan tingkat pertama di 

Indonesia yang bertugas menangani berbagai perkara hukum, termasuk 

pidana, perdata, dan administratif, dengan fokus pada wilayah lokal.28 

Pengadilan negeri berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat 

untuk mencari keadilan, di mana hakim menerapkan hukum secara langsung 

berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan, serta menjalankan penerapan 

asas-asas seperti keadilan prosedural dan aksesibilitas bagi masyarakat.29 

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan. 

Judul, Penulis dan Tahun Fokus Penelitian Relevansi dan Perbedaan 

Penyalahgunaan Teknologi 

Deepfake untuk Konten 

Pornografi Non-Konsesual di 

Indonesia. 

 

Cerens Amanda Gea Pitaloka. 

 

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan 

Humaniora. 

 

Tahun: 2025 

Vol: 2 

Membahas 

penyalahgunaan 

deepfake untuk konten 

pornografi non-

konsensual. Menyoroti 

kekosongan hukum, dan 

rekomendasi 

pembaruan regulasi 

Relevan karena meneliti 

tentang penyalahgunaan 

deepfake pornografi. 

Perbedaannya, penelitian ini 

tidak membahas mengenai 

penerapan asas kehati-

hatian. 

 
28 Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan 

Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman,” Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 3, no. 2 (2016): hlm 8, 
https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-
pengadilan-negeri-pekanbaru-b. 

29 Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, and Ahmad Hasan Basri, Praktik 
Pengalaman Beracara Pidana (Jawa Timur: Klik Media, 2021): hlm 2 . 
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No: 2 

DOI:https://doi.org/10.62383/hu

mif.v2i2.1475 

Pengaturan 

Pertanggungjawaban Pelaku 

Penyalahgunaan Deepfakes 

Dalam Teknologi Kecerdasan 

Buatan Pada Konten Pornografi 

Berdasarkan Hukum Positif 

Indonesia. 

 

M. Faqih dan Enni Soerjati 

Priowirjanto 

 

Jurnal Indonesia Sosial 

Teknologi. 

 

Tahun: 2022 

Vol: 3 

No: 11 

DOI: 10.36418/jist.v3i11.528 

Membahas mengenai 

penjelasan 

penyalahgunaan AI 

pada konten pornografi 

dan 

pertanggungjawaban 

pelaku. 

Relevan karena juga meneliti 

mengenai pelaku 

penyalahgunaan deepfake  

pada konten pornografi. 

Perbedaannya, belum 

membahas penerapan asas 

kehati-hatian. Dan kaitan 

unsur-unsur dalam aturan. 

Analisis Yuridis Manipulasi 

Gambar Deepfake Pornografi. 

 

Puteri Nurul Izzah 

 

Skripsi Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel 

 

Tahun: 2024  

Membahas konsep 

pidana manipulasi 

gambar deepfake 

implementasinya, 

menganalisis gambar 

dalam perspektif hukum 

positif di Indonesia. 

Relevan karena juga meneliti 

mengenai deepfake 

pornografi. Perbedaannya, 

pada penelitian ini tidak 

membahas mengenai asas 

kehati-hatian. 
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Berdasarkan data dari tabel tersebut, terlihat faktor yang membedakan 

penelitian saya dari penelitian lainnya ialah: 

Penelitian pertama yang berjudul “Penyalahgunaan Teknologi Deepfake 

untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia” dalam Jurnal Ilmu Hukum 

Sosial dan Humaniora oleh Amanda Cerens Gea Pitaloka, Tahun 2025. Fokus pada 

penyalahgunaan deepfake untuk konten pornografi non-konsensual dan menyoroti 

kekosongan hukum serta rekomendasi pembaruan regulasi.30 

 Penelitian kedua dengan judul “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku 

Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten 

Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” dalam Jurnal Indonesia Sosial 

Teknologi, oleh Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, Tahun 2025. 

Fokus pada penjelasan penyalahgunaan AI pada konten pornografi dan 

pertanggungjawaban pelaku.31 

 Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar 

Deepfake Pornografi.” oleh Puteri Nurul Izzah, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, Tahun 2024. Berfokus pada konsep pidana manipulasi gambar deepfake 

implementasinya dan analisis gambar dalam perspektif hukum positif di 

Indonesia.32 

 
30 Carens Amanda Gea Pitaloka, op. cit., hlm 77. 
31 Muhammad Faqih and Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban 

Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi 
Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3, no. 11 (2022): 1156-
1168, https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528. 

32 Puteri Nurul Izzah, “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi” 
(Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024). 
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 Penelitian saya berjudul ” Penerapan Asas Kehati-Hatian Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Deepfake Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik 

Nomor 265/Pid.Sus/2024/Pn Gsk”. Berfokus pada penerapan asas kehati-hatian 

terhadap pelaku tindak pidana deepfake pornografi dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Serta menganalisis dasar 

pertimbangan hakim pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengkaji doktrin hukum, 

asas hukum, ataupun teori hukum untuk menjawab masalah yang diteliti.33 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan ialah jenis data sekunder. Data sekunder 

meliputi informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui 

cara seperti membaca, mengamati, atau mendengarkan. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

 
33 Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan 

Empiris) (Bandung: Widina Media Utama, 2023): hlm 121. 
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3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

6) Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN 

Gsk. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Publikasi hukum sekunder terdiri dari berbagai dokumen atau 

tulisan yang membahas aturan hukum dan memberikan penerangan rinci 

mengenai sumber hukum utama.34 Bahan hukum sekunder yang saya 

gunakan pada penelitian ini mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, 

artikel, dan hasil penelitian terdahulu. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Pada proposal ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan dalam penentuan 

istilah.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

studi pustaka (literature research).35 Penulis mengumpulkan dan 

 
34 Ibid, hlm 122. 
35 Ibid, hlm 156. 
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menelusuri sumber referensi yang berasal dari putusan pengadilan, buku, 

jurnal, penelitian terdahulu serta peraturan hukum terkait. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

ialah analisis yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier untuk memahami secara mendalam makna dan konteks 

dari data yang dikumpulkan.36 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tentang tinjauan umum tindak 

pidana, tinjauan umum mengenai kejahatan siber, tinjauan 

umum mengenai deepfake dan pornografi, tinjauan umum 

mengenai asas kehati-hatian dan tinjauan umum mengenai 

pertimbangan hakim. 

BAB III : Pembahasan hasil penelitian, mencakup penjelasan 

mendalam mengenai hasil yang mengungkapkan rumusan 

masalah pada penelitian tentang bagaimana penerapan asas 

kehati-hatian oleh pelaku dan analisis dasar pertimbangan 

 
36 Ibid, hlm 158. 
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Elektronik. 

BAB IV : Penutup, merupakan bagian akhir dari pembahasan 

penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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